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Abstrak -

- Habehat ﬁ}bfsfemo[ogi ilmu kepolisian sebagai sebuah bidan o ilmu pengelahuan vang multibideng aray
antarbidang tidak perlu diperfentangkan karena merupakan sebuab keniscayaaan slamiah dari sebuoh
evolusi ilmn pengetabuan yang coraknya akumulatif dan pengkayaan epistemologis yang bercorak eklekfis.
Lebih dari itu sebagai sebuah bidan g ilmu pengetahuan juga harus mencakup kajian empirik atas ontologi
dan aksiologi, termasuk metodologinya. Eksistensi ilmu kepolisian harus ditunjukkan dengan adanya
[e?ﬁ_ﬁ_ag_a ilmiah uniuk pengemban ganiya,memiliki perkumpulan il uzwan dengan berbagai produk ilmiak
ydﬁg "é‘é@zzc’?lz}%asi seeqra periodik guna peninghatan kualitas wmat anusia. kepolisian merupakan
sebual bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalum mengelola
masalab-masalaly sosial guna mewujudkan heteraturan sosial. Birobrusi kepolisian merupakan bagian dari
konsep dan teori it kepolisian Yang mempelajari dinamika stvuktur pada lembaga kepolisian.

Kata Kunci: I Kepolisian, Fungsi
Kepolisian, Leméaga Kepolisian, Masalah

Sosial, Keteraturan Sositl, Birokrasi.

IImu kepolisian

Setelzh Prof. Harsya Bachtiafumenjelaskan
konsep Ilmu kepolisian sebagai sebuah cabang
ilmu pengetahuan yang baru, maka Prof. Parsudi
Suparlan memantapkan ilmu kepolisian sebagai
sebuah cabang ilmu pengetahuan yang harus
memiliki paradigma sendiri dan merupakan
sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya
antar-bidang.  Prof. Harsya Bachtiar melihat
bahwa seperti kebanyakan cabang-cabang ilmu
pengetahuan yang baru, terbentuk sebagai hasil
penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang
berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan
yang sudah lama menjadi bagian dari ilmu
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pengetahuan, Corak penggabungan unsur-unsur
pengetahuan dapat dibangun melalui pendekatan
antar-bidang (inserdisciplinary) maupun’ multi-
bidang (mu!z‘idisczp/i?zmj}).
cabang ilmu pengetahuan yang baru cenderung

Masingwmasing

memanfaatkan pengetahuart’ dari  sejumlah
cabang ilmu pengetaliian yang telah lebih
dahutu'diaku sebagai cabang ilmu pengetahuan
juga ditanggapi
sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang

tersendiri, sehingga bisa
bersifat antar-cabang ilmu pengetahuan atau
pengetahuan antar-bidang (iffterdisf@blimry).
Keadaan berbeda

pengetahuan yang merupakan hasil pengkajian

demikian daripada
suatu masalah, atau perangkat masalah, yang
dikaji oleh tenaga ahli dart berbagai cabang ilmu
pengetahuan, masing-masing sesuai dengan
kelaziman cabang ilmu pengetahuan sendiri-
sendirt. Pengetahuan demikian biasanya dikenal
sebagai pengetahuan multidisiplin, pengetahuan




yang ‘diperoleh melalui sejumlah  pengkajian
yang sesungguhnya terpisah satu dari yang lain
meskipurs memusatkan pada permasalahan yang
sama (rzzltidisciplinary).

i Unsur-unsur  pengetahuan  antarcabang
ilmu pengetahuan yg berasal dari cabang-
cabang ilimu pengetahuan yang berbeda Jambat-
laun, s'éijerti halnya pada bidang’kedokteran,
bisa berpadu sedemikian rupa’sehinga berubah
menjadi . bidang pengetahuan keahlian yang
dengan jelas mempunyai identitas sendiri,
menjadi cabang ilmupengetahuan yang sifatnya
pengetahuan  antarbidang. Hmu kepolisian
lambat-laun menjelma menjadi suatu cabang
ilmu pengetahuan (discipline) yang baru dan
mempunyai identitas sendiri diantara cabang-
cabang ilmu pengetahuan lain, bersama-sama
merupakan ilmu pengetahuan yang diasuh oleh
perguruan tinggi (Bachtiar, 1994:15-16). Ilmu
kepolisiann merupakan sebuah cabang ilmu
pengetahuan yang berdiri sendiri, sesungguhnya
merupakan perpaduan dari pengetahuan yang
berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan
(discipline). Perpaduan inisendiri belum terwujud
sebagaimana mestinya, berbagai unsur-unsur
pengetahuan masih hanyamerupakan bagian dari
cabang ilmu pengetahuanyang bersangkutan.
Keadaan demikian adalah “Wwajar saja  dan
memang dapat terjadi dalam pertumbuhan
iimu pengetahuan, Tahap perkembangan Vang
memperlihatkan keadaan yang sama juga pernah
dilalui oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan,
seperti ilmu kedokteran, ilmu kependudukan dan
kajian wilayah, yang masing-masing semula juga
berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan
yang berbeda-beda, tapi lambat laun tumbuh
menjadi satu cabang ilmu pengetahuan sendiri

(Bachtiar, 1994:33,78).
Prof.  Parsudi

memantapkan ilmu kepolisian sebagai sebuah

Selanjutnya Suparlan
bidang ilmu yang corak pendekatannya antar-
bidang (interdisciplinary). Sebuah pendekatan
mencoba

antar-bidang menggunakan

paradigma  yang terdiri atas konsep, teori,

metodologi dan metode-metode dari dua bidang -
ilmiah atau lebih digabungkan menjadi satu

sehingga terwujud sebagai sebuah metodologi
vang baru dan relevan atau berguna dalam
ruang permasalahan yang menjadi kajiannyé; .
Pendekatan antar-bidang diperlukan untuk
menjawab atas pertanydsn,mengenai cara-cara -
terbaik dalam mendefinisikantsuatu masalah-
masalah kajian dan dalam memperoleh data
yang sahih. Masalah-masalah yangmenjadi
kajian® itu bisa saja menjadi perhatian dari
dya bidang ilmiah atau lebih, schingga corak
kajiannya terkomplikasi dengan pendekatan-
pendekatan atau metodologi yang berbeda,
maka diperlukan pendekatan yang antar-bidang
yang mencakup integrasi konsep dan teori
yang  memungkinkan dilakukan pembuatan
secara deduktif hubungan-hubungan yang jelas
diantara hipotesa-hipotesa atau teori-teori, dan
dapat dijadikan acuan metodologi. Pendekatan
antar-bidang mempunyai paradigma dan
metodologl yang tersendiri, yang tidak sama
lagi dengan paradigma-dan metodelogi bidang
ilmiah induknya. Dengan demikian, pendekatan
antar-bidang memiliki paradigma sendiri vang
mencakup metodologi, . teori-teoriy’ konsep-
konsep, metode-metode dan bahkan label-label
yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda
dari metodologi atau pafadigma dan pendekatan

antar=bidang atau sesuatu bidang ilmiah lainnya
(Suparlan, 2004:7).

Saya tidak melihat adanya pertentangan cara
berfikir kedua ilmuwan diatas, perbedaan dalam
cara memandang sebuah masalah yang dikaji
harus dipahami dan akan sangat dipengaruhi oleh
latar belakang keilmuan, keluasan pengalaman
serta kedalaman pemahaman terhadap masalah
yang menjadi sasaran kajiannya. Perbedaan
ini tidak selalu harus untuk dipertentangkan,
sebuah

perkembangan yang alamiah dari sebuah evolusi

namun harus dipahami sebagai

ilmu  pengetahuan yang coraknya akumulatif
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o dan pengkayaan ep;stemologis Ilmu yang

o "bercoraix eklektis, yang diserap melalui metoda

: ﬁrmah dengan menggabungkan cara be;ﬁklr

o pa.da proses dedukuf rasmnal &engan induktif

Lebih

' dau ituy bahwa ilmu kepohsmn sebagal sebuah

" empir ik (Zawm—bypoz‘enm fuerg?cczz‘we)

"Didang ilmu pengetqhmn tidak saja dibangun
--melalui epistermologi yang bercoraksakumulatit
dan eklektis, namun juga harus sfencakup kajian
empmk atas ontologi dan ai\smiogz, termasuk
metodologmya -

Makﬂah ini se¢ara khusus didedikasikan
untuk mengenang Prof. Parsudi Suparlan,
PhD: dalam rangka memperingati satu tahun
Wafat11ya seorang bapak, guru dan rekan diskusi,
serta sebagai ungkapan cinta kasih kepada
pahlawan vyang mengabdikan dirinya pada
ilmu pengetahuan dan memperjuangkan ilmu
kepolisian di Indonesia. Dalam kesempatan
ini saya ingin imengenang dan mengucapkan
terimakasth yang mendalam kepada Prof.
Parsudi Suparlan, Ph.D, sejak pertama Kkali
bertemu dalam perkuliahan, diskusi dan menjadi
promotor penulisan, disertasi meskipun -tidak
sampal selesar karema beliau lebih dahulu
dipanggil pulang oleh“Allah, Sang Pencipta,
namun telalh merubah cara, memandang sava
terhadap gejala-gejala sosial'wyang ternyata
tidak selalu dapat dikuantifikasi, akan tetapi
juga harus dapat dipahami sebagai satuan gejala
yang naturalistik, interpretif dan hermeneutik
secara holistik. Semoga Tuhan Yang Pengasih
menerima amal ibadah beliau.

IImu kepolisian sebuah bidang ilmu
pengetahuan yang mempelajari fungsi
dan Iembaga kepolisian dalam mengelola
masalah sosial guna mewujudkan

keteraturan sosial.

Pengertian ilmu kepolisian, selain yang
dijelaskan oleh Prof. Harsya Bachtiar dan Prof.

1. Gure Besar dntropalogi Ul mengajar di KIK UI PTIK, Sespim, Seipati Polri
dari sefuminh pergiornan tinggi di Indonesia
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~ Parsudi Suiﬁax_ian, saya juga ingin'mernperkaj}a*

pemahaman ilmu kepolisian dan melihatnya -
sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang -

mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian
dalam mengelola masalah sosial guna
meﬁﬁj}udkaﬁ keteraturan sosial.

Sebégdf .s‘ébuaé bidang il pengetabuan

Sebagai sebuab bidang ilmuipengetahuan .

yang  berdiri  sendiri, demikian

corak

dengan
pendekatannya harus  inter-disiplin
(interdisciplinary), memiliki paradigma sendiri
yang terbentuk secara epistemologi bercorak
akumulatif dan cklektis. Pendekatanantar-bidang
secara sederhana merupakan sebuah pendekatan
atau sudut pandang yang digunakan sebagai
acuan untuk meramu sejumiah konsep untuk
menjadi teori atau teori-teori. Hasil ramuan atau
teori tersebut digunakan sebagai kerangka acuan
atau pedoman bagi memahami sesuatu masalah
yang menjadi perhatian untuk dapat ditangani
secara benar dan menyeluruh. Untuk mampu
membuat keranglka acuan tersebut dipertukan
kemampuan untuk menseleksi konsep-konsep
relevan dan menggunakan hakekat hubungan
konsep-konsep yang terseleksi tersebuit untuk
memahami masalah yang dihadapi, menguji
kesimpulan dari pemahamannya, apakah sudah
benaratau belum, sebabgbila tidak benar, maka
teori yang dibuatitt salah dan harus diulang lagi

dengan pembuatan teori yang baru (Suparlan,
2008:26).

Sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan
yang baru dan berdiri sendiri, maka tentu
iimu kepolisian secara filosofis juga harus
mampu menjelaskan ontologi (fokus telaah),
aksiologi (kemanfaatan bagi umat manusia) dan
metodologi (prosedur pengujian) keilmuannya.
Ontologi dengan berbagai teori memberikan
seperangkat  kerangka

kerja  (framework),

sedangkan epistemologi memberikan
seperangkat pertanyaan, dan metodologi dengan

analisisnya memberikan seperangkat cara untuk

Kajian Birokrasi dalam llmu Kepolisian




r_rie:izikﬁkan pengujian.
JWEfﬁpé]éjkz ri fungsi kepolisian

kepolisian sebagai  ilmu

| . yang
mempelajari fungsi kepolisian (inward locking

: 'Iim_q.

studies). Frungsi kepolisian harus dilihat sebagai
sépe;réngkat kegiatan operasional kepolisian
dalam - ‘rmengelola
guna tervwujudnya keteraturans$osial (omtward

masalah-masalah  sosial
looking). Dengan demikian’ konsep ini terdiri
afa_s_ tiga unsur utama, yaifu seperangkat kegiatan
opera's'ib'nai kepolistan, - masalah-masalah
sosial, dan keteraturan sosial. Dua unsur yang
terakhir akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian

ber__ﬂ_;ut_nya.

Seperangkat kegiatan operasional kepolisian
menunjuk  adanya beberapa kegiatan untuk
menjalankan tugas-tugas operasional kepolisian
atau yang Seperangkat
kegiatan sejenis yang bekerja untuk mencapai

kegiatan sejenis.
satu tujuan yang telah ditentukan it harus
dilihat sebagai sebuah fungsi. Konsep fungsi
selalu dilkaitkan dengan konsep sistem, yaitu
dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam
sebuah sistem yang ‘berada dalam hubungan
fungsional, saling mendukung dan menghidupi,
yang secara bersama-sama memproses masukan
untuk menjadi  keluaran. Fongsi kepolisian
adalah fungsional dalam kehidupaty, manusia
bermasyarakat dan bernegara, oleh karena“itu
fungsi kepolisian harus dilihat sebagai bagian
dari sistern masyarakat dan negara yang secara
keseluruhan menunjuk kepada sebuah proses
dari berbagai aktivitas operasional yang saling
berhubungan dan saling menghidupi satu
dengan lainnya, yaitu memproses masukan
berupa pembangunan nasional menjadi keluaran
berupa keamanan, ketertiban dan kesejahteraan.

Fungsi kepolisian yang terwujud atas
seperangkat kegiatan operasional kepolisian,
memiliki peran untuk memastikan terjaminnya
proses dan

pembangunan berjalannya

aktivitas kehidupan warga masyarakat. Dalam

konteks ini, fungsi kepolisian harus mampu
mencegah, meredam, meniadakan, dan bahk@n
harus menumpas berbagai gejala yang dap_é'.ﬁ'.'_.
mengganggu, menghambat, merugikan, dan.
bahkan merusak jalannya proses pembangunan
dan produktivitas kehidupan warga masyarakat,
Berbagai gejala yang mengganggu itu merupakan
bagian dari masalah-masalah sosial yang harus
dikelola secara sistemnatis guna texjaminnya proses.
pembangunan dan produktivitas kehidupan warga -
masyarakat serta mewujudkan ketertiban sosial,
Oleh karena proses pembangunan dan berbagai
aktivitas kehidupan warga masyarakat dilalukan
guna terpenuhi berbagai kebutuhan, terjadinya
peningkatan kualitas hidup, dan terbangunnya
peradaban umat manusia yang lebth aman, lebih
adil dan lebih sejahters, maka sesungguhnya
fungsi kepolisian itu berperan sebagai penjaga
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (zhe
Guardian fo enhance quality of lg"e).

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa fungsi
kepolisian yang terdiri dari seperangkat kegiatan
operasional kepolisian, dalam pelaksanaannya
dilakukan secara- simultan untuk mengelola
masalah-masalah sosial. Seperangkat kegiatan
operasional kepolisian itu dikelola dalam tiga
strategi vang dilaksanakan secara simultan dan
dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai
dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial
yang - dihadapi (simuliancous strategy fo social
problem). Tingkatan atau eskalasi masalah sosial
seringkali dan dapat digambarkan sebagai
sebuah gunung es vang tidak bergerak dalam
satu garis yang kontinum. Ketiga strategi ini
merupakan rangkaian kegiatan fungsi kepolisian
yang proaktif dan akan ditinjau dari dua sisi
Teori Gunung Es.

Pada sisi Teort Gunung Es yang pertama,
menunjukkan bahwa ketiga strategi ini efektif
digunakan untuk menjawab secara proaktif
terhadap  masalah gangguan
kamtibmas yang dibedakan atas tiga eskalasi

sosial  atau

atau tingkatan ancamannya, yang digambarkan
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 dalam Teori Gunung Es. Tiga strategi ini bekerja

secara simultan dengan intensitas. yang berbeda

_ - menurut kebutuhan dan eskahsl masalah sosial
B '-yang ter}adl, sehmgga tlda_k bercrerak dalam satu

' garis yang kontinum, atau dengan kata lain ketiga
'fstmtegl dﬂaksamkan secara belsama sama, saling
: 'i.berhubungan, dan saling mendukung satu dengan
- lainnya. Tidak ada satu strategi yang paling tepat
untuk menghadapi semua situasi, dan tidak ada
satu situasi .ygng hanya dapat dikelolanya secara
efektif dengan satu strategi saja. Bisa saja scmua
strategt dilaksanakan secara bersama-sama untuk
mengelola satu situdsi sesual dengan intensitas
dan kadar masalall sosial yang terjadi, masing-
masing strategi memusatkan perhatiannya untuk
mengelola tiap kadar eskalasi situasi vang menjadi
fokus - perhatianaya, masing-masing  strategi
saling memberi informasi dan saling mendukung.
Tiga strategi itu meliputi strategi pada fungsi
deteksi dini dan pre-emitif, preventif, dan represif
- investigatif.

Diawali depgan strategi pada . fungsi
deteksi dini dan pre-emtif yang utamanya dan
efekdif untuk menjawab ketika masalah sosial
masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan
manusia, masih terwujudidalam bentuk potensi-
potensi gangguan atau faktor-faktor korelatif
kriminogen, dan belum muncul kepermukaan
dalam bentuk gangguan. Pada tahap*berikutnya
adalah strategi pada fungsi preventif, yaitu
seperangkat kegiatan proaktif yang utamanya
dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah
sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan
atau police hazard. Fungsi preventif dilakukan
melalui  seperangkat tindakan pencegahan
agar tidak terjadi gangguan, ketidak-teraturan,
pelanggaran, dan kejahatan. Dan, selanjutnya
strategi pada fungsi investigatif dan represif
yang diperlukan untuk menjawab ketika eskalast
masalah sosial telah meuncul kepermukaan dan
terwujud sebagai gangguan yang nyata atau
ancaman faktual, Pada tahapan ini dilakukan
serangkaian upaya penegakan hukum (represif),
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termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam';ﬁ
rangka pengumpulan data dan informasi -

(inve_stigatif ).

Pada sisi sisi yang Aedua Teori Gunung Es,
menunjukkan bahwa ketiga strategi simultan
itwejugadapat. dipandang dari segi proses_."'
aktuallsas_mya._ Masitig=masing strategi akan
bergerak secara kesisteman, dimulai dari tataran -
fundamental, instrumental, sampai kepada

praktek atau implementasinva. Pada tataran
fundamental menunjuk pentingnya membangun
sebuah kesadaran bersama, membangun sinergi
para pemangku kepentingan menjadi sebuah
kelwatan: yang dasyat untuk bersama-sama
mengidentifikasi, = memetakan, membangun
kesadaran, membuat opsi dan menentukan
solusinya.  Kemudian  memasuki  tataran
instrumental merupakan proses akiualisast
dari kesepamahaman dan berbagai opsi yang
telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan
merumuskan berbagal aturan main (zule of
pame) yang dapat diterima, sesuai kemampuan
sumberdaya yang dimiliki, dan tngkat
kewenangan  semua. pemangku kepentingan.
Selanjutnya pada tataran proses puncak atau
praktek atau implementasi merupakan gksi nyata
yang dilakukan bersama-sama se€ara sinergi
dengan senantiasa memperhatikan peluang
dan ancaman (epporfunities and threats) serta
kekuatan dan kelemahan (strength and weakness)
atas tindakan yang akan dilakukan (lihat gambar
dibawah: Strategi Simultan Terhadap Masalah

Sosial).
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TEORI GURUMNG E5 FUNGSIKEPOUSIAN PROAKTIF [Bycka Amelza Dafiniel, 2008




- Eﬂ}lau er()lu:a‘al dalam mu Kepolisian

e --S_trg_tegx pada fungsi deteksi dini merupakan
's'er.i;_n'gl_;.aian kegiatan untuk mengumpulkan
bé'rbagai_-_'infbrmasi dari seluruh aspek kehidupan

'.I'r:l;'tsy:zir_a'kat, melakukan penilaian, identifikasi,
pemahéﬂian berbagai fakeor yang dapat

: _ménimbyil]<an masalah sosial. ungsi deteksi dini

-b.efmjti'ah untuk melakukan pemetaan berbagai

 masalah sosial dan potensi gangguan (secial

e pm&[em ﬁzappmg) dari seluruh aspek kehidupan

masyar_akdt, memberikan peringatan dini {earfy
wa%m‘ng) dan rekomendasi kepada pemangku

kepentingan untuk /mengambil keputusan,
utamanya tindakand pencegahan proaktif yang
perlu dilakukan pada tahapan strategi yang lain.

Pada tahapan ini diperlukan berbagai konsep
dan teori pengetahuan deteksi dini kepolisian,
intelijen kepolisian dan teknologi kepolisian

yang _diramu darl berbagai konsep dan teori

Sosiologi, Antropologi, Ilmu Hukum, Ilmu

Komunikasi, Umu Komputer dan Teknologi

Informasi lainnya.

Selanjutnya

upaya
dalam meningkarkan kapasitas warga dalam
memelihara keamanan dan ketertiban, dengan

strategi  pre-emtif  bexisi

berbagai pembinaan  masyarakat

tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah
dan daya lawan wargay terhadap berbagai
gangguan kamtibmas. Strategivpada fungsi pre-
emtif disebut juga indirect preventiomatau paralel
dengan public health dalam dunia kesehatanvaigu
dilakukan dengan mengujungi masyarakat untuk
melakukan identifikasi, memahami, melakukan
pemetaan dan sckaligus melakukan pembinaan
dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi
masyarakat dalam memelihara dan membina
keamanan dan ketertiban, menumbuhkan dan
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
serta meningkatkan ketaatan warga terhadap
berbagai peraturan perundangan vang berlaku.
Produk dari upaya deteksi dini dan pembinaan
adalah sebuah

pemetaaan (mapping) berbagai fakror-faktor

masyarakat terwujudnya

yang dapat menimbulkan berbagai gangguan

‘dan potensi konflik, meningkatnya kesadaran.

dan partisipasi masyarakat untuk menczpt&kan L

keteraturan dalam kehidupan sosialnya, serta =
meningkatnya kualitas kehidupan masyazaka_t._f
Upaya-upaya proaktif guna meningka-tkaﬁ--"
kapasitas meiaiﬁi_’_;.._’
pengikutsertaan;pemahaman, pemberdayaandan

dan kualitas masyarakat

penguatan warga terhadap diri dan keteraturan
sosial di lingkungannya, tesmasuk peningkatan -
ketahanan warga merupakan salah satu ciri :
pemolisian yang modern. Penvelenggaran fungsi
pre-emtif memerlukan berbagai kensep dan teori
pengetahuan Pre-emtif Kepolisian, Pemolisian
Masyarakat, Komunikasi Kepolisian, Hubungan
Antar sukubangsa yang menggunakan berbagai
konsep dan teort yang berasal dari Ilmw
Komunikasi, Sosiologi, Psikologi, Antropologl,
dan Kriminologi.

Upaya-upaya  pencegahan  merupakan
pelaksanaan dari strategi-pada fungsi preventif
atau direct prevention paralel dengan preventive
medicine dalam  dunia kesehatan, merupakan
segala usaha dan kegiatan untuk memelihara
keamanan . dan  ketertiban  masyarakat,

benda dan

barang termasuk memberikan perlindungan

memelihara keselamatan eorang,

dan  pertolongan,  khususnya o mencegah
terjadinya pelanggaran hukume™Scbagai upaya
untuk

hukum dilakukansdengan mereduksi lahirnya

mencegah  tegjadinya pelanggaran
niat dan kesempatan melakukan kejahatan

melalui  perbaikan infrastruktur  perkotaan
dan kehadiran petugas keamanan secara fisik.
Produk dari upaya ini adalah terbangunnya
pemetaan tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan
masyarakat  yang memerlukan  kehadiran
petugas keamanan {police hazard), kebutuhan
infrastruktur perkotaan dalam bentuk berbagai
fasilitas umum yang diperlukan guna mereduksi
terjadinya kejahatan dan pemetaan kebutuhan
kehadiran petugas keamanan pada tempat-
tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang
keamanan

memerlukan  kehadiran  petugas
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'_secam fisik, Upaya—upaya pencegahau t1dak
- saja’ dilakukan oleh lembaga - kepohsxan yang
-perundangan-

berwenang ~sesual

undangan yang berlaku akan tctapz juga oleh

deng’m

.'mstanm terLazt sesuzu dengan kewenanga.nnya,
; masyarakat secara individu maupun terorganisir
: perlu - - memiliki - . pengetahuan,
tanggung  jawab.s
"_pentmgnya untuk ~melakukan bétbagai upaya

‘pemahaman

.' .Lesadaran .dan tentang
dan cara-cara yang efektif untuk mencegah

terjadinya - pelanggaran’  hukum,
siskamling, satpam, polisi pamong praja dan
tramtib. Dalam keadaan tertentu, Polri dibantu

oleh TNI, termasuk pemerintah daerah dan

seperti

pekerjaan umum untuk menyediakan berbagai
fasilitas umum, antara lain lampu penerang jalan,
halte angkutan ‘umum, pagar pembatas jalan,
jembatan penyeberangan, dan lain sebagainya.
Pada tahapan ini diperlukan konsep dan teori
pengetahuan Preventif Kepolisian, Manajemen
Sekuriti, Pencegahan Kejahatan, dan Urban
Crime yang menggunakan berbagai konsep
dan teori dari Kriminologi, Sosiologi hukum,
Antropologi, Ilmu Komunikasi, Psikologi, dan
Administrasi.

Upaya penegakan®y, hukum merupakan

pelaksanaan  dari  strategi,  fungsi = represif
atau paralel dengan cwrrativemedicine dalam
kesehatan. Upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak'akan
terlepas tujuan dari diadakan hukum dan nilai-
nilai dasar pembentuk hukum itu sendiri. Tujuan
hukum akan tercapai apabila didukung oleh
tugas hukum yaitu keserasian antara kepastian
hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga
akan menghasilkan suatu keadilan (Makarim,
2003 dalam Prasetyo dan Barkatullah, 2007).
Sementara itu menurut Gustav Radbruch (1961
dalam Nitibaskara, 2006) setidaknya terdapat
tiga nilai dasar hukum yaitu Keadilan, Kegunaan

dan Kepastian hukum. Sekalipun ketiganya

merupakan nilai dasar hukum, namun antara
mereka

terdapat swatu spannungsverhalinis,
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.s_uém_'. ketegangan 'satu denga’n lainnya yang

memiliki - potensi saling bertentangan, satu
diantara mereka dikedepankan, maka akan
menggeser ‘dua nilai yang lain kesamping. Hal
ini discbabkan karena masing-masing nilai

‘tersebut memiliki tuntutan yang berlainan satu

dengan lainnya‘dan, mengandung potensi saling
berhadapan. Apabila nilai_kepastian hukurm -
dikedepankan, maka akan segera menggeser -
nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang
paling utama dari nilai kepastian hukvm adalah
kepastian penegakan atas peraturan itu sendiri,
mengenai apakah peraturan itu harus adil atan
bermanfaat untuk masyarakat merupakan di luar
pengutamaan nilai kepastian hukum,

Dengan adanya nilai-nilai yang berbeda-
beda
keabsahan hulam atau suatu perbuatan hukum

tersebut, maka penilaian mengenai
dapat berlainan tergantung nilai mana yang akan
dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian
hukum yang'lebih berjaya, karena disitu diam+
diam terkandung pengertian supremasi hukum.
Ketika orang mulai berlomba-lomba untuk
bermain-main hanya dalam kawasan kepastian
hukum;, maka hukum akan benar-benar menjadi
alat untuk membenarkan berbagai kepentingan.
Hukum dapat digunakan sebagai alat kejahatan
(law as fool of crime). Disinilah hukum bisa
diseret ke dalam wilayah _yafig berbahaya, yakni
membenarkan _kepéntingan yang melawan
keadilan masyarakat, termasuk berbagai hal yang

kurang berguna bagi rakyat (Nitibaskara, 2006).

Keserasian antara kepastian hukum dengan
kesebandingan hukum yang menghasilkan
keadilan, hampir dapat dipastikan tergantung
dari para aparat yang menegakkan hukum itu.
Oleh karena itu ‘tangan-tangan hukum’atau para
penegak hukum idealnya adalah ‘manusia super’
yang tidak saja memiliki kekuatan otot dan otak
akan tetapi lebih dari itu harus memiliki hati
nurani atau O2H (otak, otot dan hati nurani,
lihat Satjipto Raharjo, 2000). Pertimbangan hati
nurani penegak hukum, misalnya anggota Polri




-S_ébé@ii_-hukum yang hidup di tengah masyarakat
diatu_r_c_ia_lam kaidah yang disebut dengan diskresi

kepolisian.

Iimu kepolisian sebagai sebuah bidang
ilmu _pe_ﬁgetahuan yang mempelajari fungsi
kepolisiarx juga berkaitan dengan berbagai
uijaya 'peﬁyeiidikan dalam rangka pengumipulan
data _"da.n informasi (investigatif), cara-cara
mendapatkan data dengan sberbagai metoda;
melakukan deskripsi data, memilah berbagai
data s._esuai dengan kebumihan dan melakukan
kategorisasi, sampai/dengan menyediakan data
secara tepat dan akdrat. Data dan informasi yang
dikumpulkan begkaitan dengan isu-isu penting
yang sedang berkembang didalam organisasi,
lingkungan dan masyarakatnya dan berbagai
masalahsosialdalamaspekkehidupan masyarakat.
Pada tahapan/ini diperlukan berbagai konsep
dan teori pengetahuan Represif Kepelisian,
Investigasi Kepolisian, Teknologi Kepolisian,
Forensik Kepolisian, Cyber crime, Transnational
Crime, Pembangunan dan Perubahan Sosial,
Hukum Kepolistan, Administrasi Kepolisian,
yang berasal dari berbagai konsep dan teori ilmu
Komunikasi, Antropelogi Hukum, Sosiologi
Hukum, Kedokteran — Kimia — Fisika = Biologi
dan Matematika dalam“wumpun  ilmu-ilmu
alamiah.

Mempelajari lembaga kepolisian

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa
ifmu kepolisian merupakan ilmu pengetahuan
yang mempelajari  fungsi  kepolisian  yang
terwujud dari seperangkat kegiatan operasional
kepolisian yang dilakukan secara simultan,
sudah barang tentu seluruh kegiatan ini harus
ditata melalui sebuah mekanisme kerja yang
sistematis, adanya keteraturan dan adanya
kepastian (inward looking studies). Penataan itu
juga harus memperhatikan strukeur hubungan
antara  peranan-peranan dan norma-norma
yang berlaku dari seluruh pihak yang terlibat
sebuah

didalamnya, yang disebut sebagai

lembaga atau pranata. Sebagai sebuah pranata,: .-
tentu keberadaannya harus dirasakan perlu dan =

penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat. Dalam proses penataan sebuah .
lembaga diperlukan suatu cara dan wadah untuk E
melakukan berbagai kegiatan dan sebagai proses o
interaksi dalamemencapai tujuan yang telah -
ditentukan. Wadah dan proses untuk melakukan
berbagai kegiatan disebut dengan organisasi dan =
cara yang diperlukan untuk menata semngkaiazi_
kegiatan yang disebut dengan manajemen.

Dalam mempelajari lembaga kepolisian,
maka berbagai konsep dan teori ilimu kepolisian
akan mencakup berbagai konsep-konsep dan
teori-teori administrasi kepolisian yang terwujud
melahii manajemen dan organisasi kepolisian.
Administrasi merupakan seperangkat metode,
instruksi-instruksi, arahan dan pelayanan agar
setiap orang bekerja sesuai arah yang telah
ditentukan « (Wilson, 18387; Dunsire, 1973;
Shafritz 8 Hyde, 1992; Stilman I, 1992;
Hughes, 1994). Tbe objecr of administrative study
1s fo vescue executive methods from the confusion and
costliness of empirical experiment and sef the tpon
foundations laid deep in stable principle (Wilson,
1887). Sehingga menurut Woodrow Wilson
(1887), organisasi dapat diibaratkan sebagai
anatomi administrasi dan mafajemen adalah
fisiologinya (Djamin, 19957dan lihat juga 2007).
Organisasi _sebagai  anatomi menunjukkan
sebagat struktur formal yang bersifat statis
dan manajemen sebagai fisiologi yang bersifat

dinamis.

Manajemen sebagal pilar fisiologt dan
salah satu komponen utama dari administrasi
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
memperoleh hasil melalui keglatan-kegiatan
orang lain untuk mencapal tujuan, yang
menunjukkan  dalam manajemen  terdapat
kelompok orang yang menduduki berbagai
tingkat jabatan untuk menggerakan orang
lain agar melakukan aktivitas-aktivitas dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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proses.: penyelenggarftan'

- ..’__'dalam mencapai tujuan yang. telah ditentulum, '
' 'i'dencrm demllﬁan dalam ‘manajemen. tezéfapat .

-kegmtfm Lf:gl;ltm yang hams dilakukan melatui

.fung51 fungm dalam mencapai tujuan Vmg telah

~ ditentukan. I‘ungsrfuncrm manajenal dapat
; dlvoiongkan ‘kepada dua - ‘jenis .utama, yaitu
"_.'-fungsz-orgamk dan-: fungsﬂ penunjang (Smgmn
1989 » 2007). Tung81 organik adalah keseluruhan
: ﬁmg51 utama - yang ‘merupakan . penjabaran
kebg&l».:m dasar -atau “sgrategi organisasi yang
' telah chtetapkan dan mutlak digunakan sebagai
cara bertmqu untuk ‘mencapai berbagai
sasaran yang teldh ditentukan sebelumhya.
Pr_bs_és penyelenggaraaz1n atau tata kelola fungsi
organik juga dikenal sebagai penyelenggardan
Manajemen Operasional Kepolisian. Sedangkan
ﬁz_ﬁgsi 'penunjang merupakan berbagai kegiatan
yang diselenggarakan oleh orang-orang arau
satuan-satuan kerja  dalam organisasi dan
dimaksudkan unruk mendukung semua fungsi
organik para manajer. Proses penyelenggaraan
atau tata kelola fungsi penunjang, biasa yang
dlsebut
Kép_olisian, yang mencakup manajemen personel,

dengm Manajemen  Pembinaan
termasuk pendidikan dan pelatihan, kenangan,
logistik, penelitian dan pengembangan, dan lain

sebagainya.

Organisasi sebagai  pilar " anatomi
administrasi diperlukan sebagal wadah dari
proses interaksi manusia-manusia yang terdapat
didalamnya, dimana aktivitas-aktivitas dari
manusia-manusia tersebut secara nyata dilakukan
dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional.
Sebuah organisasi merupakan satu kesatuan
sosial dari sekelompok manusia, yang saling
berinteraksi menurut suatu pola tertentu (pola
kerjasama) sehingga setiap anggota organisasi
memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing,
yang sebagai satu kesatuan mempunyai batas-
batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan
secara  tegas dari lingkungannya  (Lubis,

1987; Robbins 1990; Wexley dan Yukl 1984
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Legmtan ~1<_eg1atan

: dlmdi’l‘l

'fj_dalam Kaszm 1993) Lembaga kepolisian Juga._'_f’-.'
mencakup studi tentang - organisasi Lepohsxan'f
yang merupakan wadah dan proses interaksi dari" N
manusia-manusia yang terdapat didahmnya

manusia tersebut secala nyata dilakukan dalam': |
bentuk keglamn keglamn operasional. Kons&:p'
ini akan mempelajari lembaga kepolisian Vang':""'_'
menmkup struktur organisasi dan dmamll\anya,
mflastmktur kultul dan berbagai aturan serta_ o

hubungan tatacara kerja dalam sebuah iembaga
Pada ‘tahapan ini diperlukan pengetahuan
Administrasi Kepolisian, Manajemen Kepolisian,
Organisas: “Kepolisian, Perilaku Organisasi
Kepolisian, Budaya Organisasi Kepolisian, 1Klim
Organisasi Kepolisian, dan Etika Kepolisian.

Mengelola masalak sosial

Masalah sosial . harys dikelola guna
terwujudnya keteraturan  sosial.  Sejatinya,
masalah sosial merupakan produk dinamika
hubungan sosial masyarakat yang terwujud dasi
seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah sosial
akan selalu muncul dan ada dalam dinamika
hubungan sosial baik pada tingkat keluarga,
kelompok, komuniti, dan masyarakat. Masalah
sosial terwujud dan berkembang dari seluruh
aspek kehidupan manusia sebagai hasil interaksi
antara. manusia  dengane“manusia, manusia
dengan lingkunganfiya dan bahkan manusia
dengan Tuhannya. Kemacetan lalulintas, tawuran
antar kampung, konflik pertanahan merupakan
wujud dari masalah sosial sebagai hasil interaksi
manusia dengan manusia. Pencemaran dan
pengrusakan lingkungan, banjir, tanah longsor,
sampai gunung meletus merupakan contoh-
contoh masalah sosial yang terwujud dari hasil
hubungan manusia dengan lingkungannya.
Penodaan dan penistaan agama, berbagai aliran
keyakinan keagamaan yang dianggap sesat
juga melahirkan masalah sosial sebagai hasil
hubungan antara manusia dengan Tuhannya,
yang dianggap tidak sejalan, bertentangan

‘lls.flVI‘t'IS aktivitas  dari manusia-




masycn akat p‘dd‘l umumnva

_ Masaiah sosml yang. terwu;ud dan seiuruh
' =1spel<: kehidupan manusia dapat d1kelompokkan
‘dengan apa yang disebut Astagatra, yang terdiri
:.'d&m_ ._Tz‘_igafcra atau tiga __bl_c_ifmg_ sebgga;_gsp_ek

~alamiah .dan Pancapatra atau lima bidang“pada
aspek sosial. Aspek Trigatra, antaradain geograf
yang rhenunjuk kepada letak geogrzLﬁ suatu
negara, disatu sisi alkan safigat menguntungkan
secara ekonomi, namun disisi lain juga akan
membuka potensi pegimasalahan keamanan. Pada
gatra demografi, jumlah penduduk yang besar,
disatu sisi merupakan Juman capital, namun
pada sisi yang lain dapat menjadi masalah sosial
ketika jumlah /penduduk yang besar dengan
penyebaran yang tidak merata dan cenderung
terpusat di kota besar, kualitas sumber daya
manusia yang belum cakup memadai, minimnya
lapangan kerja, meningkatnya kemiskinan, dan
seterusnya meningkatya angka kejahatan dan
konflik-konflik
salju vang berujung pada musibah demografi.

kekerasan merupakan  bola

Dan pada gatra sumber kckayaan alam, vang
sering dikatakan melimpah dan berkah dapat
berubah menjadi musibah, bila tidak dikelola
secara berkeadilan yang “akan menimbulkan
konflik, dan bila tidak dipahami pentingnya
pengelolaan secara keberlanjutan dantkepedulian
pengelolaan energi baru dan terbarukan (EBE)
guna keberlangsungan suatu bangsa dimasa
mendatang, justeru akan mewariskan musibah
bagi anak cucu. Aspek kehidupan pada sosial
pada Pancagatra, seperti kehidupan ideologi,
politik, sosial budaya yang meliputi pluralisme,
heterogenisme, hubungan antar sukubangsa,
tolerasi dan kerukunan antar umat beragama,
fundamentalisme, termasuk ckstrimisme, juga
pada aspek pembangunan ekonomi, dan masalah
keamanan seperti pelanggaran, penggunaan
kekerasan dan kekuatan untuk menyelesaikan
masalah, dan tindak kejahatan. Secara umum
masalah sosial seringkali dilihat sebagai sesuatu

"dan bahk&.u menodfu key’lkman Le‘lgamdan

gejs ala "yang : terwuj jud. 'berupa*tmdakan,--'ucapan :
sistem atau struktur yang dianggap menggangeu,

'meaugd\cm, atay - bahkan - merusak - tatanan
'kehidup‘m at'm keteraturan SOSlal ' :

S ep em telah d1u1 ali{an dmtas bahwa masalah_l :
soszal ci’tpftf: d1bedakan dari tlnglxat atau eskalasi
ancamannya, yang d1muh1 dari potensi gangguan_'-: ;

’Derupa faktor—faktor yang dftpdt menzmbulkan'-'f '

gangguan atau kriminogen, ambang gangguan
atau police hazard, dan gangguan ayata atau
ancaman faktual. Sebuah masalah sesial dari se&i
dampaknya juga dapat dibedakan atas masalah
sosial vang berpotensi merusak dan masalah
sosial vang menguntungkan bagi kehidupan.
Sejumlah masalah sosial dapat merugikan dan
merusak kehidupan sosial sehingga menggangou
keamanan dan kesejahteraan hidup warga oleh
karena itu harus dicegah, diredam atau bahkan
ditumpas, seperti kejahatan, pelanggaran dan
tindakan yang merusak lainnya. Sementara itu,
ada sejumlah masalah sosial yang berpotensi
memberikeuntunganbagi kehidupan masyarakat.
Masalah-masalah
terjadi- dalam rangka mencari kescimbaggan

sosial dalam kategori /ini

yang baru atau sengaja terwujud sebagat bentuk
guna membangun suatu tatanan kehidupan
yang baru untuk menggantikdn  tatanan
kehidupan lama yvang dirasakangudah tidak Iagi
sesual dengan keinginansdan perkembangan
lingkungan. Sejumtah masalah sosial yang terjadi
hanya mengganggu dan merugikan sebagian
warga masyarakat dalam waktu tertentu saja.
Masalah-masalah sosial yang termasuk dalam
kategori ini seperti perjuangan antar kelas
pada Revolusi Sosial di Perancis (1787-1789),
di China (1911-1916) dan di Rusia (1917),
termasuk kegiatan menyampaikan pendapat
dimuka umum atau demonstrasi, pembebasan
tanah untuk kepentingan umum, penataan
perkotaan, transportasi, dan lain sebagainya.
Namun demikian, sejumlah masalah sosial,
baik yang berpotensi merusak maupun mencari

keseimbangan dan untuk membangun tatanan
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= i kelndupan yang baru halus deeIola dengan _
" baik dan smtcmatis agar. tidak menjadi masalah_
i sosial lain yang lebih besar, lebih kompleks dan

. _:'suht dlkendahkan serta memmbuikan dampak

.'f"_-kerugian yang . 1eb1h besar. Masaiah ‘sosial

- harus dikelola secara smtemms meialm strategl

"Snnultan fungsz Lepohs;an yang pfoaktzf guna

' terwujudnya keteraturan sosial (ow‘ward Zaa/lmg
zsiudzes) h

Mewzyztd/”mz ,(efemz‘w an sgsial

" Keteraturan /sosial merupakan suatu
keadaan berupa situasi dan kondisi kehidupan
sosial masyarakat/ yang berjalan sesuai dengan
aturan dan norma-norma yang berlaku, warga
dapat menjalan produktvitasnya tanpa rasa takut,
adanya kepastian, merasa aman dan damai, Tata
tentrem kerta raharja.

Konsep keteraturan sosial adalah produk
dari konsep masalah sosial atau sebaliknya, karena
(1) tidak semua masalah sosial harus ditiadakan,
karena sesuatu gejala sosial yang mengganggu
atau merugikan kehidupan masyarakat dapat
juga dilihat sebagab, dinamika sosial yang
mengganggu keteraturan sosial dari kehidupan
masyarakat tersebut untuk,suatu jangka waktu
tertentu. (Gangguan yang metupakan dinamika
sosial dapat menciptakan tingkatsketeraturan
yang lebih tinggi daripada tatanan kehidupan
sosial dan kehidupan masyarakat yang selama
ini berlangsung, (2) konsep keteraturan sosial
mengacu pada adanya dinamika sosial sedangkan
konsep ketertiban masyarakat mengacu kepada
pembekuan kehidupan masyarakat, karena
konsep tertib tidak ada ruang bagi interpretasi
dan gerakan-gerakan sosial yang menyimpang
* dari aturan untuk berlakunya ketertiban itu

(Suparlan, 2008:31).

Birokrasi dalam ilmu kepolisian

Birokrasi kepolisian merupakan salah
satubagian dari ilmu kepolisian yang mempelajari
dinamika struktur pada lembaga kepolisian.
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:'_-.kese;mbanoral -dan untuk membano“un tatanan :

3\311 an B.trol\raal chhm Ilma chohslan._i i

'Setelah d1ber11«:an ‘gambaran . singkat mengena;
sudut pandmg yang lain dan pengkayaan atas _
pemahaman ilmu kepolisian sebagai sebuah
ibzdzmg ilmu pengetahuan maka makalah mi_.;;-.;'

sehnjutnya akan difokuskan pada pemahaman
kajian ’Dirokmsx dalam ilmu kepolisian yang o
mempelajan lembaga kepolisian. ¥

Penge? z‘zan bzmimsz

Istilah birokrasi dikenalkan oleh filsuf
Perancis Baron de Grimm, yang berasal dari
kata dureau yang berarti meja tulis dimana para
pejabat pada saat itu bekerja dibelakangnya
(Albrow, 1996; Setiono, 2002; Sarundajang,
2003). Oleh karena itu menurut Weber (Albrow,
1989) sebuah adalah
organisasi yang didasarkan pada konsep pejabat

organisasi  birokrast
(beamter) yang merupakan dasar bagi kensep
tentang birokrasi, dengan kata lain satuan
administrasi - tentang pejabat yang diangkat
merupakan sebuah organisasi birokrasi. Pada
masyarakat yang modern, seorang pejabat dalam
organisasi adalah sescorang vang memiliki
khusus untuk

kepadanya diberikan fasilitas dan sumbérdaya

tugas-tugas dilakukan, /dan

yang diperlukan untuk memenuhi’ tugas-
tugas, dimana fasilitas dan surnberdaya itu
yang diberikan oleh manusia lain, bukan oleh
sipemegang peranan. Seorafig pejabat birokrasi
adalah manusia.yang diangkat, bukan dipilih
atau seseorang yang diseleksi oleh sekumpulan
manusia dan perbedaan antara pejabat dengan
seorang pekerja yang bukan pejabat adalah pada
otoritas yang dimiliki oleh pejabat. Pejabat yang
diangkat dan memiliki otoritas dapat berasal
dari organisasi bisnis maupun organisasi publik
atau pemerintah yang melaksanakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pemerintah adalah untuk menjamin
tertib sosial dalam rangkamencapai kesejahteraan
masyarakat melalui tugas-tugas pelayanan publik
Rasyid (1997)

menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut

vang dilaksanakan pemerintah.




ins_tifq_Si_'ﬁ_ pemerintah memiliki tujuh bidang
méaé,: yaitu menjamin keamanan, memelihara
ketertibara, menjamin keadilan, melakukan
pékérjaan umum, meningkatkan kesejahteraan,
Iﬁeﬁieli_ham sumberdaya dan lingkungan hidup.
- Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut,
mé_ka.f-pemerintahan kemudian membutuhkaa
organ __-.pelaksana yang mengopezasionalkan
tugas-tugas pemerintahan secard nyata dalam
kehidupan masyarakat. Organ pelaksana inilah
yang dikenal dengan birokrasi.

Konsep birokrasi modern

Konsep birokrasi modern dalam sejarah
evolusi teori-teori organisasi disampaikan oleh
scorang Sosiolog Jerman, Max Webber {1918)
dalam kelompok pertama teori-teori organisasi
dengan pendekatan klasik. Max Weber dilahirkan
dengan nama Maximilian Weber dikenal sebagat
Jfounder of modern sociology merupakan salah satu
ilmuwan yang memberikan sumbangan terbesar
pada teori organisasi generasi pertrama dengan
pendekatan klasitk memperkenalkan sebuah
model ideal dari organisasi yang discbut dengan
burequcracy. Birokrast sebagai sebuah tipe ideal
dari struktur organisasi yang sangat efesien
dalam pencapaian tujuanyorganisasi memiliki
karakteristik division of laborna clear authority
hierarchy, formal selection procedures, detailed
rules and regulations, and impersonal relafionship

(Mintzberg, 1983; Robbins, 1990; Albrow, 1996).

Konsep birokrasi sebagai sebuah struktur
organisasi sangat ideal untuk jenis organisasi
vang besar, terdiri dari para pejabat (beamzer)
yang diangkat dan memiliki struktur karir
berdasarkan kompetensi atau merif sysfem, tugas-
tugas dibagt dalam biro-biro atau bagian-bagian
secara terspesialisasi yang diisi oleh pejabat yang
profesional, yang hanya menjalankan tugas-
tugasnya secara rasional dengan otoritas yang
legal, adanya hirarki dan rangkaian perintah
(chain of command) dan diberikan fasilitas dan
sumberdaya dari organisasi sehingga terjadi

pemisahan  kepemilikan  pribadi

formal ini disebut dengan birokrasi dengan =
model rasional (Gerth & Mills, 1958; Hoy 8(, -
Miskel, 1978; Lubis & Huseini, 1987; Kasim,
1993; Garston, 1993; Albrow, 1996; Setiono, . -

2002)

Oforitas dalam birokrast

Konsep awal 'yang mendasasi birokrasi
modern adalah tulisan-tulisan Max Webbei‘_
yang menjelaskan pemikirannya bahwa birekrasi
rasional adalah sebuzh konsep birokrasi yang
muneul atas dasar kaidah-kaidah otoritas
hukum, bukan oleh karena sebab lain, seperti
otoritas tradisional maupun otoritas kharismatis.
Otoritas hukum ataulegal diperoleh berdasarkan
pada tata hukum sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan hukum, manusia lain mentaatinya
karena  hukum  mengatakan  demikian.
Otoritas legal Webber menjadi dasar adanya
birokrasi rasional yaitu lembaga birokrasi yang
berdasarkan pada norma-norma yang tercipta
secara sadar dan rasional menurut tertib hukum

serta berfungsi sesuai dengan tujuan sarana yang

ada.

Karakteristik bivekrasi rasional weberian

Sebuah
kepada.anodel™ birokrasi rasional weberian

organisasi  yang  mengarah
memiliki karakteristik adanya sebuah hirarki
dan rangkaian perintah (a bierarchical chain of
command), pembagian tugas-tugas kedalam
fungsi-fungsi (specialization of function), aturan
dan kebijakan organisasi dibuat secara seragam
dan tertulis (uniform written rules and polidm),
memiliki prosedur yang baku untuk tiap-tiap
pekerjaan (standardized procedures for each Job},
memiliki sebuah struktur karir yang didasarkan
kompetensi {a career based on promotion for
fechnical  competence), — hubungan-hubungan
lebih yang impersonal (impersonal relation), dan
koordinasi datang dari tingkatan diatasnya atau
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dengan .
organisasi secara impersonal. Tipe organisasi




:_ ':'Robbms 1990 Gauston 1993 Set;ono 200'))

Seb'lgdl s(mna bagl peme;znmh dalam
'melakswnakm pci&y&mn pubhk birokrasi ad&lah
'_fipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan
g :'.untu_k_ ‘mencapai  tugas-tugas  administFatit
. ;"ya_l_ig"be_sar dehgan cara mengkoordinasi secara
sistematis, rasional dan efesica’ dari pekerjaan—
'pc_ake_rjaan dan - banyak smanusia. Buokrasi
dibentuk agar keputusan-keputusan pemerintah
dapat -dilaksanakan -dengan sistematis melalui
aparat-aparat Keputusan-keputusan

politis hanya akan bermanfaat bagi setiap

negara.

warga negara jika pemerintalh mempunyai
birokrasi yang tanggap, sistematis dan efesien
(Kumorotomo, 11994; Thoha, 1995). Dengan
demildan fungst pokok birokrasi dalam negara
adalah menjaniin terselenggaranya kehidupan
negara, memberikan pelayanan kepada publik
dan menjadi alat masyarakat dalam mencapai
tujuan ideal suatu negara {Setiono, 2002; Prasojo,
2006).

Corak administrasi dan birokrasi kepolisian
juga tidak sama antara satu masyarakat perkotaan
dengan masyarakat perkotaan lainnya. Semakin
kompleks masyarakatnya, secara demografi, etnik
atau rasial, kebudayaan, kemampuan ekonomi
warganya, serta politik, maka akan “semakin
juga
serta corak birokrasi pelayanan dan masing-

kompleks ﬁmgsi—fungsi administrasi

masing kantor polisi tersebut. Hubungan
antara masyarakat dengan polisi adalah saling
mempengaruhi, atau lebih tepatnya keberadaan
polisi dalam masyarakat adalah fungsional
dalam struktur kehidupan. Perubahan fungsi-
fungsi atau tugas-tugas polisi terus berlangsung,
karena keberadaan polisi adalah hasil tanggapan
dari dan
untuk kepentingan masyarakat tersebut. Pada

masyarakat yang bersangkutan

masyarakat pedesaan corak administrasi dan

birokrasi polisi akan lebih santal terutama
dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan
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< lebih:(al] coordmaz‘mn ! from. a !eve/ or more aéow), . '_sesama pOhSl dan - masyarakatnya - (Suparia 1

- (Albrow, 1970; Mintzberg, 1983; Lubis, 1957;

Administrasi  dan

1997:67).

saling mempengaruhi, keadaan lingkungar::i'_]':

lingkungan

mempengaruhi - administrasi (Djamin, 1995).

dar
Iokalit_aé__: i
lingkungan, ‘dan. kebudayaan mempengaruhi

Hubungan fungsional antara polisi

masyarakat. serta antara konteks,

administrasi dan coralewbirokrasi kepohs1an_3_._:

(Dahniel, 20(}8)
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